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ABSTRAK

Korupsi merupakan extraordinary crime yang dalam pencegahannya diperlukan extraordinary instrument.
Sebagai wujud untuk mencegah Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, salah satu Nagari di Daerah Sumatera Barat
membentuk suatu Peraturan Nagari Nomor & Tahun 2019 tentang Pencegahan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
Berbasis Hukum Adat Salingka Nagari. Peraturan Nagari Situjuah Batua Nomor 8 Tahun 2019 memuat
prosedur pencegahan, prosedur tata cara penegakan hukum, serta tiga sanksi adat yang dibentuk berdasarkan
pada norma adat Salingka Nagari. Dengan memasukkan unsur adat di dalam Peraturan Nagari ini nantinya akan
menimbulkan permasalahan hukum terkait dengan kedudukan dan kekuatan hukum dari Peraturan Nagari yang
memuat unsur adat di dalamnya yang berkaitan dengan pemberantasan tindak pidana korupsi. Penelitian yang
pertama akan membahas terkait dengan kedudukan Peraturan Nagari Situjuah Batua Nomor 8 Tahun 2019
ditinjau dari UUD 1945, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
Undangan, dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Kedua, membahas terkait prosedur
pencegahan beserta tata cara penegakan hukum yang ada pada Peraturan Nagari Situjuah Batua Nomor § Tahun
2019. Ketiga, penelitian ini akan membahas terkait tiga sanksi adat yang dimuat pada Peraturan Nagari Situjuah
Batua Nomor 8 Tahun 2019. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan
menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan sejarah. Bahan hukum yang
digunakan adalah bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, dan bahan hukum sekunder
berupa buku- buku perpustakaan, karya ilmiah, serta dokumen vang berkaitan dengan materi penelitian, di
samping itu penelitian ini juga ditunjang dengan wawancara untuk mengklarifikasi data sekunder yang telah
dikumpulkan. Dari hasil penelitian diketahui bahwa Peraturan Nagari Situjuah Batua merupakan suatu
Peraturan Nagari yang diakui keberadaanya serta memiliki kekuatan hukum men gikat baik berdasarkan UUD,
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 maupun Undang-Undang Desa. Peraturan Nagari ini memuat tiga
sanksi adat di dalamnya yaitu, Pangkeh Pucuak, Kubuang Batang, dan Kake Urek. Penulis mengharapkan agar
Peraturan Nagari Situjuah Batua Nomor 8 Tahun 2019 dapat menambah referensi Nagari lainnya untuk ikut
serta dalam memerangi korupsi, kolusi dan nepotisme.
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